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PIERIDARULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keseluruhan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2019. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar
laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan
secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu
laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai
potensi  kesalahpahaman  diantara pembacanya. Untuk menghindari
kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan
keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami

laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan
keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi
kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang
terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan
keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan
atas laporan keuangan manjadi sangat penting bagi pengguna laporan
keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi
yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat

menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten
Lumajang tahun 2019 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)) Kabupaten Lumajang selama tahun 2019,
terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran
yang telah ditetapkan ; menilai kondisi keuangan; menilai efektivitas dan efisiensi

dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
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Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten

Lumajang tahun 2019 memiliki beberapa peranan, antara lain :

a. Akuntabilitas.

Laporan keuangan disusun untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan
sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang oleh masyarakat (DPRD)

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajerial.

Laporan keuangan disusun untuk membantu para pengguna laporan keuangan
(user) dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam periode pelaporan sehingga
memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh

aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi.

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang terbuka dan jujur
kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak
untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban
pemerintah kabupaten lumajang dalam pengelolaan sumber daya yang

dipercayakan serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (Intergenerational Equity)

Laporan keuangan disusun untuk membantu para pengguna laporan keuangan

guna mengetahui apakah penerimaan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh

pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang

diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sedangkan secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan Badan

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2019 adalah untuk

menyediakan informasi tentang :

¢ Kemampuan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam merealisir pendapatan
dari yang di anggarkan.

e Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah

ditetapkan.
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Semua aset / sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang
Kewajiban-kewajiban Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai
dengan tanggal neraca.

Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan

Daerah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.

. DASAR HUKUM

. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9 ) sebagaimana diubah dengan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Rebublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2007,Seri E nomor 11, Tambahan Lembaran daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun Anggaran 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 06 Tahun 2011 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang hibah daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang tambahan Penghasilan
Bagi Guru Pegawai negeri Sipil,

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2013;

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 44 Tahun 2004 tentang
kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2004, Seri A
Nomor 04,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2004
Nomor 40), sebagaimana telah diubah tiga kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2007;

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03
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Tahun 2005 tentang Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2012 Nomor 01);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2012 Nomor 02);

41. Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2012 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Bentuk Modal
Bergulir kepada Kelompok Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2012 Nomor 3);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 05);

43. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Bunga, Hibah, Bantuan Sosial Bantuan Keuangan dan
pembiayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor
402);

44. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Monitoring dan
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2011 Nomor 507);

45. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 (Berita Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2012 Nomor 855);

3. SISTEMATIKA

Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) berisi penjelasan atau daftar-daftar
terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi
anggaran, neraca dan laporan arus kas. Termasuk pula dalam CaLK menyajikan
informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
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Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I : PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Bab II : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD
2.1. Ekonomi makro
2.2. Kebijakan keuangan
2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang
telah ditetapkan.
Bab IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1. Entitas pelaporan keuangan
4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang
ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
Bab V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1. Rincian dan penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran
5.2. Rincian dan penjelasan pos-pos neraca
5.3. Rincian dan penjelasan pos-pos laporan perubahan ekuitas (LPE)

5.4. Rincian dan penjelasan pos-pos laporan operasional (LO)

Bab VI : Penjelasan atas informasi non keuangan

Bab VII : Penutup
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1. EKONOMI MAKRO

—_—

Asumsi variabel makro ekonomi pada saat penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dan
perkembangannya tahun 2019 berpedoman pada kondisi kabupaten yang dapat
diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi dan
income per capita dan tingkat laju inflasi sebagaimana dijabarkan pada

penjelasan berikut.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB Kabupaten Lumajang tahun 2019 diukur berdasarkan harga berlaku
menurut sembilan lapangan usaha meliputi :
1.pertanian

2.pertambangan dan penggalian

3.industri pengolahan

4.listrik, gas dan air bersih

S.bangunan

6.perdagangan, hotel dan restoran
7.pengangkutan dan komunikasi
8.keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

9.Jasa-jasa

b. Pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran dinamis yang digunakan untuk
melihat perubahan tingkat ekonomi antar periode. Agar lebih valid, perubahan
tersebut diukur dengan acuan satu ukuran/satu periode yang disebut kondisi

ekonomi pada tahun dasar dan menggunakan ukuran atas dasar harga tetap.

c. Pendapatan per kapita dan laju inflasi
Salah satu indikator ekonomi yang sangat penting untuk mengetahui

pertumbuhan pendapatan daerah adalah pendapatan regional per kapita yang
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biasanya dipakai sebagai gambaran kemakmuran penduduk suatu daerah. Pada
umumnya pendapatan regional disajikan berdasarkan atas dasar harga berlaku.
Karena pendapatan regional selain dipengaruhi faktor tingkat produksi juga
dipengaruhi harga barang dan jasa, namun gambaran tersebut tidak dapat
langsung dijadikan sebagai ukuran peningkatan ekonomi maupun penyebaran di
setiap strata ekonomi, karena pengaruh inflasi sangat dominan dalam

pembentukan PDRB maupun pendapatan regional per kapita.

2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
dibebankan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang
kebijakan-kebijakan keuangan yang telah dilaksanakan tidak terlepas dari
kebijakan-kebijkan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang
dalam rangka pelaksanaan APBD tahun 2019.

Adapun kebijakan keuangan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut ;

a. Kebijakan pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang dianggarkan di dalam anggaran
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang diperoleh dari beberapa
sumber, antara lain :

1. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

2. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Secara umum kebijakan yang telah dirumuskan dalam rangka peningkatan
kemandirian daerah melalui upaya peningkatan PAD sebagai berikut :

- melakukan intensifikasi terhadap sumber-sumber PAD yang sudah ada
melalui peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya aparatur
dalam mengoptimalkan pemungutan sumber-sumber PAD serta perbaikan
manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaanyang lebih
dapat diandalkan.

- Melakukan ekstensifikasi dengan mencari dan menggali potensi sumber-
sumber PAD yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan
dengan tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada baik pusat
maupun daerah.

- Meminimalkan kebocoran pemungutan PAD dengan mengimplementasikan

sistem pengendalian intern yang memadai terhadap PAD dengan cara
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meningkatkan efisiensi pemungutan dan administrasi serta perbaikan
kontrol terhadap petugas pemungutan.

- Meningkatkan peran Perusahaan Daerah melalui perbaikan dan
peningkatan manajemen dengan harapan Perusahaan Daerah dapat
dikelola secara profesional, efektif dan efisien serta dikelola berdasarkan
prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat.

- Menerapkan manajemen kas pada saat terjadi kelebihan kas (idle cash)
dengan cara melakukan investasi jangka pendek dengan periode kurang
dari 3 (tiga) bulan dengan memiih instrumen investasi jangka pendek yang

bebas resiko dan menguntungkan.

Orientasi kebijakan terkait dengan peningkatan pendapatan Asli Daerah lebih
ditekankan pada upaya bagaimana meningkatkan perolehan pendapatan secara
realistis dan terukur berdasarkan potensi dan kemampuan masyarakat.

Berbagai kebijakan pendapatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah :

o Melakukan pendataan yang akurat dan valid terhadap potensi PAD melalui
kegiatan pemutakhiran data wajib pajak serta obyek pajak.

e Mensosialisasikan secara intensif berbagai peraturan daerah maupun
keputusan kepala daerah tentang pendapatan kepada masyarakat sehingga
diharapkan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan
kewajibannya sebagai wajib pajak.

e Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan PAD melalui rapat
koordinasi dan rapat kerja antar unit penghasil dan umpan balik tentang
pelaporan penerimaan PAD kepada seluruh unit penghasil yang dilakukan
setiap bulan.

e Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian melalui pemantauan dan
monitoring terhadap pemungutan PAD secara rutin dan berkala.

e Semua pendapatan telah disetorkan ke rekening kas daerah dalam waktu 1 x

24 jam secara brutto.

b. Kebijakan belanja.

Arah kebijakan belanja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang
secara umum berpedoman pada arah dan kebijakan belanja yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Namun demikian, secara
khusus langkah-langkah kebijakan belanja yang telah dilakukan adalah

melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisen sehingga anggaran
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yang tersedia mencukupi untuk membiayai kegiatan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam

rangka mencapai kinerja yang optimal.

3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

Sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Badan

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang di dalam APBD tahun 2019

telah menganggarkan sebanyak 8 program dengan kegiatan sebanyak 30

kegiatan Indikator pencapaian target kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun

2019 adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN
Anggaran .
NO Kegiatan Setelah Re(cllzlls)usz % Keterangan
Perubahan P
Pel Belanja
A dmi‘; %Z;” . Pegawai :  277.021.600,00
I Operasional 3.517.140.850,00 | 3.408.942.859,78 | 692 | Belanja
Perkantoran Barang Jasa 3 131 921.259,78

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

NO

Kegiatan

Anggaran
Setelah
Perubahan

Realisasi

(Rp)

%

Keterangan

Pembangunan/Pengadaan
dan rehabilitasi sarana
dan prasarana aparatur

2.776.669.900,00

2.762.354.944,00

99,48

Belanja
Barang
Jasa :
Belanja
modal
peralatan
dan
mesin+
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan

89.119.750,00

2.474.152.994,00

199.082.200,00

Pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

prasarana aparatur

294.283.500,00

279.091.891,00

94,84

Belanja
Barang
Jasa :

279.091.891,00
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3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Anggaran Realisasi
NO Kegiatan Setelah (Rp) % Keterangan
Perubahan P
Penyusunan Belanja
Laporan Pegawai : 1.794.000,00
Capaian Kinerja
I d‘;’;egl‘lzsssfr 4.250.000,00 3.374.000,00 | "> | Belanja Barang
. dan Jasa : 1.580.000,00
Kinerja
SKPD/Lakip
Penyusunan Belanja
Laporan Pegawai : 1.462.000,00
Keuangan
2 Serg‘;ite;zij”” 3.425.000,00 2.848.000,00 | 51 | Belanja Barang
T0SH dan Jasa : 1.386.000,00
Realisasi
Anggaran
Penyusunan Belanja:
Laporan Pegawai : 1.892.000,00
3 Keuangan Akhir 4.250.000,00 3.660.000,00 86,12 Belanja Barang
Tahun dan Jasa : 1.768.000,00
Penyusunan Belanja.
. Laporan =5 01 Pegawai : 901.000,00
evaluasi hasil 4.000.000,00 2.200.500,00 ’ Belanja Barang
pembangunan dan Jasa : 1.299.500,00
Penyusunan Belanja.
5 Laporan Indek 0456 Pegawai : 1.134.000,00
Kepuasan 2.500.000,00 2.364.000,00 ’ Belanja Barang
Masyarakat dan Jasa : 1.230.000,00
Belanja
Penyusunan Pegawai : 1.912.000,00
6 Rencana Kerja 4.250.000,00 3.646.000,00 85,79 Belanja Barang
dan Jasa : 1.734.000,00
Penyusunan Belanja.
Rencana Kerja Pegawai : 7.064.000,00
7 dan Anggaran 24.305.000,00 23.645.000,00 97,28 Belanja Barang
RKA SKPD dan Jasa : 16.581.000,00
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4. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN
PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Anggaran Realisasi
NO Kegiatan Setelah (Rp) % Keterangan
Perubahan P
Belanja Pegawai
Penyusunan - 16.334.000,00
1 Standar Biaya 9783
dan Analisa 99.740.000,00 97.579.000,00 ’ Belanja  Barang
Standar Belanja dan Jasa : 81.245.000,00
Fasilitasi ?elanja Pegawai
Kegiatan Tim 393.000.000,00
2 Ii’:ﬂigrf;?:h 742.072.500,00 | 710.151.700,00 | *”" | Belanja  Barang
dan Jasa : 317.151.700,00
Daerah
Belanja Pegawai
Penyusunan : 34.102.000,00
3 APBD dan 3793
Perubahan 542.231.000,00 | 476.798.142,00 ’ Belanja  Barang
APBD dan Jasa : 442.696.142,00
Belanja Pegawai
Koordinasi, : 77.324.000,00
Rekonsiliasi
4 dg’;g;iz;” 748.556.000,00 | 706.402.235,00 | **°7 | Belanja  Barang
Belanja Daeral dan Jasa : 629.078.235,00
Koordinasi, Belanja Pegawai
Rekonsiliasi ! 14.302.000,00
dan Analisa
> Anggaran 52.440.000,00 | 38.043.750,00 | 7> | Belanja  Barang
Pendapatan dan
. dan Jasa : 23.741.750,00
Pembiayaan
Daerah
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5. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Anggaran Realisasi
NO Kegiatan Setelah (Rp) % Keterangan
Perubahan P
Proses Belanja
Penyusunan dan Pegawai : 21.975.000,00
1 Penerbitan 1 15 157.000,00 | 115.412.500,00 | 9%+ | Belanja
DPA/DPPA- Barang dan 93.437.500.00
SKPD Jasa : T
Belanja
) ) Pegawai : 108.207.000,00
Proses Verifikasi
2 dan Penerbitan 98,84 )
Dokumen SP2D 230.734.000,00 | 228.047.000,00 Belanja
Barang dan 119 840.000,00
Jasa :
Proses Belanja
Penatausahaan Pegawai : 38.665.000,00
3| P ?gggﬁ;ﬂi‘l’* 69.646.000,00 | 68.957.000,00 | %01 gffﬂ; .
BUD Jasa : 30.292.000,00
Penatausahaan, Belanja
Rekonsiliasi, dan Pegawai : 24.538.000,00
4 PIZ ileZZZn 108.226.250,00 | 69.170.000,00 | %% gffr‘fl’gg .
44.632.000,00
Daerah Jasa :
Penyusunan Belanja
Pegawai : 4.374.000,00
5 Pedoman 68,06 | Belanja
Pelaksanaan 36.400.000,00 | 24.774.000,00 ¢ Bara n] dan
APBD 8 20.400.000,00
Jasa :
, Belanja
Implementasi dan Pegmwai:  16.527.000,00
6 Pembinaan 59,84 | Belanja
Penatausahaan 233.608.400,00 | 139.786.100,00 ! B / J
Keuangan Daerah arang 4an - 123.259.100,00

Jasa :
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6. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN
SISTEM DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Anggaran Realisasi
NO Kegiatan Setelah (Rp) % Keterangan
Perubahan P
Belanja
Pegawai : 48.401.000,00
1 Proses Pengolahan 82 69
Data Akuntansi 111.414.000,00 92.130.200,00 ! Belanja Barang
dan Jasa : 43.729.200,00
Belanja
Pembinann Pegawai : 33.095.000,00
2 Implementasi Sistem 72 4
akuntansi 386.384.600,00 279.138.501,00 ’ _
Pemerintah daerah Belanja Barang
dan Jasa : 246.043.501,00
Penyusunan Belanja
Rancangan Pegawai : 83.261.000,00
Peraturan Daerah ttg
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
3 dan Rancangan 386.809.000,00 | 337.508.278,00 | 7% | Belanja Barang
Peraturan Kepala
Daerah ttg dan Jasa : 254.247.278,00
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
o Belanja
Konsolidast dan Pegarwai : 25.143.000,00
Evaluasi Laporan
4 Keuangan SKPD dan 8 00
Penyusunan Laporan 83.771.000,00 65.339.000,00 ! Belanja Barang
KeuanganPemerintah dan Jasa : 40.196.000,00
Daerah
Belanja
Penyempurnaan Pegawai : 13.022.000,00
Pengembangan dan Belanja Barang
Penyusunan dan ]ﬂSﬂ J 170568000,00
5 | Deraturan Repala |~ 50, 396 000,00 | 382.888.000,00 | °>°2
Daerah ttg Sistem ,
Informasi Keuangan Belanja , Modal
Daerah Aset Lainnya 199.298.000,00
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7. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

Anggaran Realisasi
NO Kegiatan Setelah (Rp) % Keterangan
Perubahan P
Belanja Pegawai
Perencanaan, . 47.925.500,00
1 Standarisasi dan 87 40
Regulasi Barang | 195.399.900,00 | 170.777.900,00 ! Belanja Barang
Milik Daerah dan Jasa : 122.852.400,00
Belanja Pegawai
Peningkatan : 135.915.000,00
Penatausahaan dan
2o ponsmn ) 724.217.000,00 | 53477850000 | 7% | Belanja  Barang
i dan Jasa : 398.863.500,00
aerah
Belanja Pegawai
Pemindahtanganan, : 16.362.000,00
Pemanfaatan dan
3 Penghapusan 61 463 000,00 | 124.709.800,00 | 477
Barang Milik Belanja Barang
Daerah dan Jasa : 108.347.800,00
8. PROGRAM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
Anggaran Lo
NO Kegiatan Setelah Re(cllzlzs)ay % Keterangan
Perubahan P
o Belanja Pegawai
Fasilitasi : 250.320.000,00
1 Pengelolaan 90.18
Keuangan 897.488.100,00 | 809.339.450,00 ’ Belanja Barang
Daerah dan Jasa : 559.019.450,00
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IRAR PENGAPAIAN HINERIA [EUANEAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Sehubungan dengan berbagai kebijakan keuangan sebagaimana yang telah
diuraikan di bab 2 di muka, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Badan

Pengelola Keuangan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.1.1. PENDAPATAN

Di dalam APBD tahun 2019, secara keseluruhan pendapatan Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dianggarkan sebesar
Rp. 15.903.167.372,60 Sedangkan realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar
Rp. 14.135.209.607,49 atau 88,88 %.

Pendapatan ini tidak terlepas dari kegiatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap
pendapatan yang telah dilakukan selama tahun 2019. Secara terinci pencapaian

kinerja keuangan — pendapatan dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 3.1
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan — Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2019
REKENING ANGGARAN
NO SETELAH REALISASI % PELAMPAUAN %
PENDAPATAN PERUBAHAN TARGET
1 2 3 4 5=4/3 6=4-3 7=6/3
1 Pendapatan Asli Daerah
La. Pendapatan Hasil 5.812.735.197,60 | 4.968766.089,07 | 8548 | (843.969.109) | (14,52)
Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
1.b. Lain - Lain PAD yang sah 8.836.591.465,00 9.012.602.808,42 | 101,99 176.011.343 1,99
1.c. Lain - Lain PAD yang sah 1.253.840.710,00 153.840.710,00 12,27 (1.100.000.000) | (87,73)
JUMLAH PENDAPATAN 15.903.167.372,60 | 14.135.209.607,49 | 88,88 (1.767.957.765) | (11,12)

Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 yang dikelola Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang karena adanya kebijakan

Pemerintah Kabupaten Lumajang antara lain :
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1.a. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Meningkatkan Kerja sama Dengan BUMD dan meningkatkan peran
Perusahaan Daerah melalui perbaikan dan peningkatan manajemen dengan
harapan Perusahan Daerah dapat dikelola secara profesional, efektif dan
efisien sehingga mampu memberikan kontribusi PAD dalam bentuk Bagian

Laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lumajang.

1.b. Lain — Lain Pendapatan Asli Daerah.

Penerimaan jasa Giro (bunga bank) dari rekening Bendahara pengeluaran,
rekening pengeluaran daerah, rekening Kas Umum, rekening Bendahara
Penerimaan;

Penerimaan Deposito dari Bank Jatim, BRI, Mandiri dan BNI;

Penerimaan Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

Pendapatan dari pengembalian Belanja tahun lalu;

Pendapatan sewa tanah dan sewa bangunan;

Penerimaan lain-lain.

3.1.2. BELANJA

Belanja merupakan pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam

periode tahun angaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali.
Sebagaimana terlihat di tabel 3.2 belanja daerah di dalam APBD tahun 2019
dianggarkan sebesar Rp. 40.267.831.375,87 Realisasi belanja mencapai 90,39%

dari anggarannya atau sebesar Rp. 36.398894974,78. Dengan demikian efisiensi

terhadap anggaran belanja mencapai 9,61 %. Dari jumlah realisasi belanja.

Tabel 3.2
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan — Belanja
Tahun 2019

RINCIAN OBYEK SISA
NO BELANJA ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN %
1 2 4 S5 6 7 8
Belanja Operasi 37.248.612.775,87 | 33.526.361.780,78 | 90,01 | 3.722.250.995,09 9,C
2 Belanja Modal 3.019.218.600,00 2.872.533.194,00 | 95,14 146.685.406,00 4,8
Jumlah Belanja 40.267.831.375,87 | 36.398.894.974,78 | 90,39 | 3.868.936.401,09 9,€
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Dari tabel 3.2 di atas terlihat bahwa penghematan atau efisiensi terhadap belanja
Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai berikut :
- Penghematan/efisiensi belanja operasi mencapai 9,99% dari anggarannya

- Penghematan/efisiensi belanja modal mencapai 4,86% dari anggarannya.

a. Belanja Operasi

Dari anggaran sebesar Rp. 37.248.612.775,87 belanja operasi terealisasi sebesar
Rp. 33.526.361.780,78 atau 90,01% dari anggaran. Sebagaimana yang tersaji di
tabel 3.3 terlihat bahwa penghematan atau efisiensi tehadap belanja operasi
terjadi pada setiap jenis belanja. Penghematan terbesar terjadi pada realisasi
belanja barang dan jasa sebesar 12,42%, belanja pegawai tidak langsung yaitu
sebesar 9,55% kemudian belanja pegawai langsung sebesar 5,26%, total

penghematan belanja operasi adalah sebesar 9,99%.

Tabel 3.3
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan — Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2019
NO RINS:;E:I? JB : EK ANGGARAN REALISASI % AN (?é?:l\%AN %

1 2 4 5 6 7 8

Belanja Pegawai Tidak .
1 Langsung 27.012.631.375,87 | 24.433.644.086,00 | 90,45 | 2.578.987.289,87 [ 9,5!
2 Belanja Pegawai Langsung 1.790.091.000,00 1.695.973.100,00 | 94,74 94.117.900,00 5,2¢
3 Belanja Barang Jasa 8.445.890.400,00 7.396.744.594,78 | 87,58 | 1.049.145.805,22 | 12,4

Jumlah Belanja 37.248.612.775,87 | 33.526.361.780,78 | 90,01 | 3.722.250.995,09 | 9,9¢

Beberapa komponen belanja operasi yang menyerap pengeluaran terbesar adalah
belanja pegawai tidak langsung mencapai 72,88 %; belanja barang jasa 22,06 %;
belanja pegawai langsung mencapai 5,06 %. Lebih jelasnya lihat tabel 3.4 berikut

ini.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Belanja Operasi per Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2019

NO RINCIAN OBYEK BELANJA REALISASI %

1 2 5 6
1 Belanjiafgg;j"nagi Tidalk 24.433.644.086,00 72,88

Belanja Pegawai Langsung 1.695.973.100,00 5,06

Belanja Barang Jasa 7.396.744.594,78 22,06
Jumlah Belanja 33.526.361.780,78 100.00
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b. Belanja Modal

Dari anggaran sebesar Rp. 3.019.218.600,00 belanja modal terealisasi sebesar
Rp. 2.872.533.194,00 atau 95,14 % dari anggaran. Sebagaimana yang tersaji di
tabel 3.5 terlihat bahwa penghematan atau efisiensi tehadap belanja modal terjadi
pada setiap jenis belanja. Penghematan terbesar terjadi pada realisasi belanja
modal aset lainnya, yaitu 33,57 % , Sedangkan modal gedung dan bangunan 0,47
% dan diikuti penghematan dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar 0,36

%.

Tabel 3.5
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan — Belanja Modal
Tahun Anggaran 2019
REALISASI
NO JENIS BELANJA MODAL ANGGARAN EFISIENSI
JUMLAH %
1 Belanja Modal Tanah 33.000.000,00 - - -
o | Belanja Moﬁsli)ﬁralata“ dan 1 5 485781.100,00 | 2.474.152.994,00 | 99,53 0,47
3 Belanja Modal Gedung dan 199.800.000,00 | 199.082.200,00 | 99,64 0,36
Bangunan
4 Belanja Modal Jalan,Irigasi,dan
Jaringan ) ) ) )
5 Belanja Mod'al Aset Tetap 637.500,00 i ) )
Lainya

6 Belanja Modal Aset Lainya 300.000.000,00 199.298.000,00 66,43 33,57

Jumlah 3.019.218.600,00 2.872.533.194,00 95,14 4,86

Sebagaimana tersaji di tabel 3.5, proporsi penyerapan terbesar dari realisasi
belanja modal adalah untuk belanja gedung dan bangunan mencapai 99,64 %
dari total realisasi belanja modal.

Proporsi penyerapan selanjutnya adalah belanja modal peralatan dan mesin yaitu
99,53 % dari total realisasinya, belanja modal aset lainnya 66,43 % dari total

realisasi belanja modal.
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Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Jenis Belanja

Tahun Anggaran 2019
REALISASI
JENIS BELANJA MODAL
NO JUMLAH %
1 Belanja Modal Tanah - -
2 Belanja Modal Peralatan dan mesin 2.474.152.994,00 86,13
3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.082.200,00 6,93
4 Belanja Modal Jalan,Irigasi,dan Jaringan - -
5 Belanja Modal Aset Tetap Lainya - -
6 Belanja Modal Aset Lainya 199.298.000,00 6,94
Jumlah 2.872.533.194,00 100,00

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA
KEUANGAN

Bebarapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian

target kinerja keuangan sebagai berikut :

a. Masalah sumber daya manusia
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting
dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada
saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki
kualitas atau skill sesuai kebutuhan, sehingga penerapan “ the right man on
rthe right place” belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Solusi untuk
mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang
ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-
lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri maupun
yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/propinsi dan institusi lain sesuai

dengan bidang kewenanggannya.

b. Masalah sarana dan prasarana
Disamping SDM, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang
sangat penting dalam manajemen dalam upaya pencapaian target kinerja
keuangan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program
dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan pada setiap
bidang pemerintahan secara umum masih kurang memadai baik dari kualitas

maupun kuantitas. Untuk mengatasinya pemerintah kabupaten lumajang
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berusaha melakukan penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
secara bertahap mengingat kemampuan anggaran yang terbatas, dimana
penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan standar kualitas yang
dibutuhkan. Disamping itu pemeliharan secara rutin dan berkala juga
dilakukan agar sarana dan prasarana tetap dapat dimanfaatkan sesuai
fungsinya dalam upaya menunjang pelaksanaan program dan kegiatan guna

mencapai target kinerja keuangan yang efektif dan efisien.

c. Masalah sistem dan prosedur.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa beberapa tahun terakhir ini telah
terjadi beberapa kali perubahan terhadap peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Adanya perubahan-
perubahan tersebut berdampak secara langsung terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan. Pengaruh yang sangat nyata terkait dengan adanya
perubahan sistem dan prosedur adalah berubahnya dari sistem UUDP ke
sistem UYHD atau sistem wuang persediaan. Bagi pemerintah daerah
khususnya kabupaten Lumajang, sistem uang persediaan merupakan sistem
baru yang mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2010. Untuk dapat
memahami sistem tersebut memerlukan waktu secara bertahap. Adanya
perbedaan dalam pemahaman sistem dan prosedur yang baru berpengaruh
pada pelaksanaan program kegiatan dan pada akhirnya berpengaruh pula
terhadap pencapaian target kinerja keuangan.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahanan terhadap
sistem dan prosedur yang baru adalah dengan jalan melakukan bimbingan
teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan
konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya Biro

Keuangan Prop. Jatim, Depdagri, Dep. Keuangan maupun BPK.

d. Masalah sistem pengendalian intern
Salah satu syarat untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan guna
mencapai efektifitas dan efesiensi target kinerja keuangan adalah adanya
sistem pengendalian intern yang memadai. Sistem pengedalian intern yang
memadai akan dapat menjamin adanya pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan serta terlindunginya
aset-aset pemerintah daerah. Permasalahannya adalah bahwa sampai dengan
saat ini peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang mengatur
sistem pengendalian intern untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah

masih belum ada. Namun demikian, dalam pelaksanaan pencapaian target
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kinerja keuangan pengendalian tetap dilakukan secara ketat sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, sehingga efektifitas dan efisiensi pencapaian target

kinerja keuangan tetap terpenuhi.
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NEBIJARARN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN SKPD

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Dalam hal ini Entitas Pelaporan adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah yang
terdiri dari :

1. Sekretariat

2. Bidang Anggaran

3. Bidang Perbendaharaan

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

5. Bidang Pengelolaan Aset Daerah

4.2. BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi yang digunakan di dalam penyusunan Laporan Keuangan

Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan

31 Desember 2019 adalah basis kas menuju akrual, yaitu kombinasi dasar kas

dan dasar akrual.

Penerapan basis kas menuju akrual dimaksud adalah :

» Pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dilaporkan di
dalam laporan Realisasi Anggaran di dasarkan pada basis kas, dimana
pendapatan di akui pada saat terjadi penerimaan kas di Rekening Kas Umum
Daerah dan belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas
Umum Daerah.

» Pada akhir periode akuntansi dilakukan penyesuaian untuk mengakui hak dan
kewajiban yang timbul dari transaksi dan kejadian pada periode akuntansi

yang bersangkutan.
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4.3. BASIS PENGUKURAN

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran po-pos dalam
laporan keuangan menggunakan nilai historis.

Basis pengukuran terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang

adalah sebagai berikut :

a. Pengukuran Aset Lancar

- Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominalnya dengan menggunakan
mata uang rupiah.

- Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang dapat ditagih.

- Persediaan yang berasal dari pembelian dicatat sebesar harga perolehannya
berdasarkan harga pembelian terakhir (FIFO)

- Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri dicatat sebesar
biaya standar.

- Persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

dicatat dengan nilai wajar

b. Pengukuran Aset Tetap

- Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya yaitu jumlah kas atau setara
kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk
memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan
aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

- Biaya-biaya yang dapat dikapitalisasikan terhadap nilai asset tetap meliputi
a. Biaya persiapan/perencanaan
b. Biaya pelaksanaan
c. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya

- Aset tetap yang berasal dari hibah, sumbangan, donasi, pertukaran atau
rampasan dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.

- Biaya perolehan asset yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya
langsung untuk tenaga kerja, biaya bahan baku dan biaya tidak langsung
termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik,
sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan

pembangunan asset tetap tersebut.
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c. Pengukuran Kewajiban
- Kewajiban dinilai sebesar nilai nominalnya.
- Utang PFK dicatat sebesar jumlah potongan PFK yang belum disetorkan
kepada fihak ke tiga.

4.4. POKOK-POKOK KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pokok-pokok kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan
Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk tahun yang berakhir sampai

dengan 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

DEFINISI

1) Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau
oleh Entitas Pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2) Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban.

3) Sumber pendapatan dirinci berdasarkan kelompok dan jenis pendapatan.

4) Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit

organisasi pemerintah daerah.

PENGAKUAN

5) Pendapatan diakui pada periode berjalan, yaitu pada saat diterima pada
rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan.

6) Pendapatan yang sudah diterima oleh entitas ekuntansi, tetapi belum
disetorkan ke rekening kas umum daerah belum diakui sebagai pendapatan.

7) Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat

jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

8) Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian
pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan
pendapatan pada periode bersangkutan.

9) Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian

pendapatan) yang terjadi pada periode sebelumnya dicatat/dibukukan
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sebagai pengurang ekuitas dana lancer pada periode ditemukannya koreksi

dan pengembalian tersebut.

PENILAIAN
1) Pendapatan dinilai berdasarkan nilai realisasinya yaitu sejumlah uang kas
yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah) dalam tahun

anggaran berjalan, dengan menggunakan mata uang rupiah.

b. Kebijakan Akuntansi Belanja

DEFINISI

1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.

2) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja, organisasi
dan fungsi).

3) Klasifikasi belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan
belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu
aktivitas, terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga.

4) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain
meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan
social.

5) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan
asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi ,
antara lain meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan
bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan serta asset tetap
lainnya.

6) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam, bencana social dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang
sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah

daerah.

PENGAKUAN
1) Belanja diakui dalam periode berjalan yaitu pada saat terjadinya pengeluaran

dari Rekening Kas Umum Daerah.
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2) Khusus pengeluaran belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan
oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

3) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi
pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada
periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam

lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

PENILAIAN
1) Belanja dinilai berdasarkan nilai realisasinya yaitu sejumlah uang kas yang
dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah) dalam tahun

anggaran berjalan, dengan menggunakan mata uang rupiah.

c. Kebijakan Akuntansi Surplus (defisit)

1) Surplus adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi
belanja selama satu periode pelaporan.

2) Defisit adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi
belanja selama satu periode pelaporan.

3) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja

dicatat dalam pos surplus/defisit

d. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar

DEFINISI
1) Aset lancar adalah sumber daya ekonomi yang dikuasasi dan/atau dimiliki

oleh pemerintah yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau
dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut
diklasifikasikan sebagai asset non lancar.

2) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan
persediaan.

3) Kas dan setara kas antara lain berupa uang tunai dan rekening giro di bank
serta deposito dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan.

4) Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan merupakan sisa UP
JUYHD yang belum disetor kembali ke rekening BUD dan penerimaan
pendapatan pada periode berjalan yang belum disetorkan ke rekening BUD

sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan.
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5)

6)

7)

8)

9)

Sisa UP yang belum disetor kembali sampai dengan tanggal penyusunan

laporan keuangan dilaporkan di rekening Kas di Bendahara Pengeluaran dan
merupakan bagian dari SILPA pada tahun pelaporan.
Penerimaan pendapatan pada periode berjalan yang belum disetorkan ke
rekening BUD sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan
dilaporkan di rekening Kas di Bendahara Penerimaan dan merupakan
pendapatan yang ditangguhkan.

Piutang lainnya adalah piutang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai

piutang pajak atau piutang teribusi, misalnya dana perimbangan dari

pemerintah propinsi yang sudah ada ketetapannya tetapi belum diterima
sampai dengan tanggal pelaporan, tuntutan perbendaharaan, tututan ganti
rugi, tagina penjualan angsuran dan piutang lain-lain.

Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan / atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan

untuk digunakan misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor

(ATK), barang-barang cetakan, obat-obatan, karcis/benda berharga, hewan

serta tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

PENGAKUAN

1)

2)

3)

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari Rekening
Kas Umum Daerah sebesar nilai nominalnya.

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang
akan diterima.

Persediaan di akui pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil

inventarisasi fisik.

PENILAIAN

1)

2)
3)

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominalnya dengan menggunakan
mata uang rupiah.

Piutang dicatat sebesar nilai nominalnya.

Persediaan yang berasal dari pembelian dicatat sebesar harga perolehannya

berdasarkan harga pembelian terakhir.
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e. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.
DEFINISI

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan;
jalan, irigasi dan jaringan; asset tetap lainnya dan konstruksi dalam
pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai asset tetap adalah tanah yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan
dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin mancakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam
kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup seluruh jalan, irigasi dan jaringan yang
dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasasi oleh pemerintah
dan dalam kondisi siap pakai.

Aset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup asset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan namun pada tanggal penyusunan laporan keuangan
belum seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah
tidak memenuhi definisi asset tetap dan hasru disajikan di pos asset lainnya

sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGAKUAN

1)

2)

Aset tetap diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh
oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
andal.

Aset tetap diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya

dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
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PENILAIAN

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya yaitu jumlah kas atau setara
kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk
memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai
dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk
dipergunakan.

Aset tetap yang berasal dari hibah, sumbangan, donasi, pertukaran atau
rampasan dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan asset yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya
langsung untuk tenaga kerja, biaya bahan baku dan biaya tidak langsung
termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik,
sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan asset tetap tersebut.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan
mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang
dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,
pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai
tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang
terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut
dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran
yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut
sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap
digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.
Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi,
termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap
pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan ataubiaya konstruksi dan biaya-
biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap
pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
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f. Kebijakan Akuntansi Kewajiban.
DEFINISI

1)

2)

3)

4)

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.

Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban
jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban pemerintah yang harus segera
dilunasi (jatuh tempo) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan, misalnya hutang bunga pinjaman, hutang jangka pendek
dari pihak ke tiga seperti bank dan lembaga keuangan lainnya, hutang
perhitungan pihak ke tiga dan bagian lancar hutang jangka panjang.
Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban pemerintah yang jatuh tempo
lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, mislnya hutang
kepada pemerintah pusat, hutang kepada pihak ketiga seperti bank dan

lembaga keuangan lainnya dan hutang jangka panjang lainnya.

PENGAKUAN

1)

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban

timbul.

PENILAIAN

1)

Kewajiban dinilai sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam mata uang asing
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs

tengah bank sentral pada tanggal neraca.

j- Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana.

1)

2)

3)

4)

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
antara asset dan kewajiban pemerintah.

Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan
ekuitas dana cadangan.

Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka
pendek.

Ekuitas dana lancar antara lain terdiri dari sisa lebih pembiayaan anggaran,
cadangan piutang, cadangan persediaan dan dana yang harus disediakan

untuk pembayaran hutang jangka pendek.
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5)

6)

7)

Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam
dalam investasi jangka panjang, asset tetap dan asset lainnya dikurangi
dengan jumlah hutang jangka panjang.

Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang
dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Terkait dengan pokok-pokok kebijakan akuntansi sebagaimana diuraikan di
atas, terdapat beberapa kebijakan akuntansi yang belum bisa dilaksanakan

sehubungan dengan masa transisi, diantaranya adalah :

Kebijakan penyusutan terhadap aset belum bisa diterapkan disebabkan karena :

- Besarnya volume aset dan beragamnya jenis aset yang dimiliki Pemerintah
Kabupaten Lumajang.

- Sistem administrasi barang daerah yang masih belum dapat mendukung
untuk diterapkanya sistem akuntansi aset tetap sehingga belum dapat
ditentukan metode penyusutan mana yang paling tepat.

- Keterbatasan kemampuan SDM terutama pemegang barang yang

bertanggungjawab mengadministrasikan barang daerah.
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1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Di dalam APBD tahun 2019, secara keseluruhan pendapatan daerah yang
dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dianggarkan
sebesar Rp. 15.903.167.372,60 Sedangkan realisasi yang berhasil dicapai adalah
sebesar Rp. 14.135.209.607,49 atau 88,88 %.

Tabel 5
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan — Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2019
REKENING ANGGARAN
NO SETELAH REALISASI % PEL,? Al\;l{lé?;;AN %
1 2 3 4 5=4/3 6=4-3 7=6/3
1 Pendapatan Asli Daerah
La. Pendapatan Hasil 5.812.735.197,60 | 4.968.766.089,07 | 8548 | (843.969.109) | (14,52)
Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
1.b. Lain - Lain PAD yang sah 8.836.591.465,00 9.012.602.808,42 | 101,99 176.011.343 1,99
1.c. Lain - Lain PAD yang sah 1.253.840.710,00 153.840.710,00 12,27 (1.100.000.000) (87,73)
JUMLAH PENDAPATAN 15.903.167.372,60 | 14.135.209.607,49 | 88,88 (1.767.957.765) (11,12)

1.1.1 Hasil Peng. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Rp. 4.968.766.089,07

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan deviden atas penyertaan
modal pada PT. Bank Jatim dan PT. BPR Jatim serta Laba atas penyertaan modal
BPR Bank Pasar. Realisasi secara keseluruhan belum melampaui target yang telah
ditetapkan yaitu sebesar 85,48 % dari anggaran sebesar Rp. 5.812.735.197,60.
penyertaan modal pada PDAM Rp.
1.736.980.179,02 atau 115,80 % sedangkan pendapatan deviden dari PD. BPR
Bank Pasar sebesar Rp. 102.416.197,60 atau 100,00 % dari anggaran sebesar

Realisasi bagian laba atas sebesar

Rp.102.419.197,60 dan pendapatan deviden dari PT. Bank Jatim realisasinya yaitu
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Rp. 3.065.267.712,45 dari target sebesar Rp. 4.000.000.000,00 atau 76,63 %.
Pada PT. BPR Jatim realisasi sampai bulan desember senilai Rp. 64.099.000,00

dan anggarannya Rp. 110.316.000,00. (Rincian realisasi dapat dilihat pada tabel
5.1).

Tabel 5.1
Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun Anggaran 2019

No Jenis Pendapatan Anggaran Realisasi %

- PDAM 1.500.000.000,00 1.736.980.179,02 115,80

2 - BPR Bank Pasar 102.419.197,60 102.419.197,60 100,00

3 - Perusahaan Daerah 100.000.000,00 ) }
Pertambangan Semeru

4 - PT Bank Jatim / Deviden 4.000.000.000,00 3.065.267.712,45 76,63

S - BPR Jatim / Deviden 110.316.000,00 64.099.000,00 58,10

jumlah 5.812.735.197,60 | 4.968.766.089,07 85,48

1.1.2 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 9.166.443.518.,42

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah
tahun anggaran 2019 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang. Dari Jumlah tersebut yang memberikan Kontribusi Terbesar adalah
penerimaan dari denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar
8.507,05 % ; Penerimaan Bunga Deposito sebesar 146,37 %, Rincian sebagaimana

terlihat pada tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2
Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Tahun Anggaran 2019

No Pendapatan Anggaran Realisasi %

1 Penerimaan Jasa Giro 5.101.000.000,00 2.659.609.637,71 52,14
- Jagir Kas Daerah 4.900.000.000,00 2.294.457.691,74 46,83
- Jagir Bendahara Pengeluaran 75.000.000,00 90.517.744,99 120,69
- Jagir Pengeluaran daerah 100.000.000,00 234.101.627,71 234,10

- Jagir Penerimaan Daerah 20.000.000,00 1.348.518,84 6,74
- Jagir Bendahara Pengeluaran BOS 6.000.000,00 39.184.054,43 653,07
2 Penerimaan Bunga Deposito 2.200.000.000,00 3.220.239.775,11 146,37
- Rek.Deposito Bank Jatim (Jasa 2.000.000.000,00 2.259.417.808,14 112,97

Pendayagunaan)
- Rek.Deposito Bank BRI (Bunga Depost) - 735.821.967,00 -
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- Rek.Deposito Bank Mandiri (Bunga 200.000.000,00 224.999.999,97 112,50
Depost)
- Rek.Deposito BNI - - _
3 Tuntutan Ganti Kerugian - 90.075.000,00 -
- Kerugian Uang - -
- Kerugian Barang TP/TGR - 90.075.000,00 -
4 Denda Keterlambatan Pelaksanaan 1.900.000,00 161.633.912,05 8507,05
Pekerjaan
Penda Keterlambatan Pelaksanaan 1.900.000,00 161.633.912,05 8507,05
ekerjaan
5 Pendapatan Hasil Eksekusi atas 9.890.000,00 9.890.000,00 100,00
Jaminan
- Pendapatan hasil eksekusi atas 9.890.000,00 9.890.000,00 100,00
jaminan pekerjaan
6 Pendapatan dari Pengembalian 1.445.235.865,00 1.691.754.483,55 117,06
- Pengembalian kelebihan pembayran ) } ;
askes
- Penerimaan Ke]rfl’ih Belanja Tahun 1.445.235.865,00 1.691.754.483,55 117,06
7 Pendapatan Sewa 78.180.000,00 7'7.400.000,00 99,00
- Pendapatan sewa Tanah 48.000.000,00 59.400.000,00 123,75
- Pendapatan sewa Bangunan 30.180.000,00 18.000.000,00 59,64
8 Pendapatan Denda Sewa 385.600,00 - -
- Pendapatan Denda sewa 385.600,00 - -
9 Penerimaan Lain-Lain 0,00 1.102.000.000,00 -
- Penerimaan Lainnya / 0,00 1.102.000.000,00 #DIV/0!
10 Sumbangan Pihak Ketiga 153.840.710,00 153.840.710,00 100,00
Sumbangan Pihi‘é‘bﬁetiga dari petani 153.840.710,00 153.840.710,00 100,00
Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah 8.990.432.175,00 9.166.443.518,42 101,96

1.2. BELANJA

Rp. 36.398.894.974,78

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja daerah yang dianggarkan oleh

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang di dalam APBD tahun
2019, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 33.526.361.780,78, dan belanja
modal sebesar Rp. 2.872.533.194,00. Realisasi belanja tahun 2019 mencapai 90,39

% dari anggarannya, dengan rincian sebagaimana tampak pada tabel berikut.
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Tabel 5.3

Realisasi Belanja

Tahun Anggaran 2019

NO | RINCIAN OBYEK BELANJA ANGGARAN REALISASI % AN(?(I:‘;?!AN ¢
1 2 4 S 6 7

Belanja Operasi 37.248.612.775,87 | 33.526.361.780,78 | 90,01 | 3.722.250.995,09 9,

2 Belanja Modal 3.019.218.600,00 2.872.533.194,00 | 95,14 | 146.685.406,00 4,

Jumlah Belanja 40.267.831.375,87 | 36.398.894.974,78 | 90,39 | 3.868.936.401,09 9,

1.2.1. BELANJA OPERASI Rp. 33.526.361.780,78

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja operasi tahun 2019 terdiri dari
realisasi belanja pegawai tidak langsung sebesar Rp. 24.433.644.086,00; belanja
pegawai langsung Rp. 1.695.973.100,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp.
7.396.744.594,78. Realisasi belanja operasi tahun 2019 mencapai 90,01 % dari

anggarannya, dengan rincian sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 5.4
Realisasi Belanja Operasi

Tahun Anggaran 2019

NO | RINCIAN OBYEK BELANJA ANGGARAN REALISASI % AN :éi;AN ¢
1 2 4 5 6 7 :
1 Belanjiafggj&aé Tidak 27.012.631.375,87 | 24.433.644.086,00 | 90,45 | 2.578.987.289,87 | 9,
2 Belanja Pegawai Langsung 1.790.091.000,00 1.695.973.100,00 | 94,74 94.117.900,00 S,

Belanja Barang Jasa 8.445.890.400,00 | 7.396.744.594,78 | 87,58 | 1.049.145.805,22 | 12
Jumlah Belanja 37.248.612.775,87 | 33.526.361.780,78 | 90,01 | 3.722.250.995,09 | 9,

1.2.1.1 Belanja Pegawai Rp. 26.129.617.186,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran belanja pegawai belanja tidak
langsung dan belanja langsung tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
a) Belanja pegawai — belanja tidak langsung Rp. 24.433.644.086,00
b) Belanja pegawai — belanja langsung Rp 1.695.973.100,00
Realisasi belanja pegawai tahun 2019 mencapai 90,72 % dari anggarannya, dengan

rincian sebagaimana tampak pada tabel berikut.
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Tabel 5.5

Realisasi Belanja Pegawai

Tahun 2019

RINCIAN OBYEK . SISA .

NO BELANJA ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN %
1 2 4 5 6 7 8
1 | Belanja Pegawai Tidak 27.012.631.375,87 | 24.433.644.086,00 | 90,45 | 2.578.987.289,87 | 9,5¢

Langsung

2 Belanja Pegawai Langsung 1.790.091.000,00 1.695.973.100,00 | 94,74 94.117.900,00 5,2¢
Jumlah Belanja 28.802.722.375,87 | 26.129.617.186,00 | 90,72 | 2.673.105.189,87 | 9,2

(1) Belanja pegawai tidak langsung

Rp. 24.433.644.086,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai - tidak langsung

untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai , Tambahan penghasilan PNS

berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja (TPP) dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 5.6
Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung
Tahun 2019
RINCIAN OBYEK o SISA o
NO BELANJA ANGGARAN REALISASI Yo ANGGARAN Yo
1 2 3 4q 5 6 7
Gaji dan Tunjangan Pegawai 25.721.183.385,87 | 23.291.595.210,00 90,55 | 2.429.588.175,87 9,¢
Gaji Pokok PNS/Uang 10.360.903.878,00 9.942.036.644,00 95,96 418.867.234,00 4,
Representasi
Tunjangan Keluarga 1.366.711.132,00 830.382.971,00 60,76 536.328.161,00 39,
Tunjangan Jabatan 204.685.005,00 188.855.000,00 92,27 15.830.005,00 7,
Tunjangan Fungsional Umum 760.328.554,00 738.085.000,00 97,07 22.243.554,00 2,
Tunjangan Beras 1.079.491.455,00 674.302.620,00 62,46 405.188.835,00 | 37,
Tunjangann PPh/Tunjangan 2.739.620,00 1.487.315,00 54,29 1.252.305,00 | 45,
Khusus
Pembulatan Gaji 366.482,00 196.390,00 53,59 170.092,00 | 46,
Iuran BPJS Kesehatan 11.833.848.495,87 10.833.476.137,00 91,55 | 1.000.372.358,87 8,4
Iuran jaminan kecelakaan 112.108.764,00 82.773.133,00 73,83 29.335.631,00 | 26,
kerja dan jaminan kematian
2 | Tambahan penghasilan PNS 1.291.447.990,00 1.142.048.876,00 88,43 149.399.114,00 | 11,
Tambahan penghasilan :
) 1.291.447.990,00 1.142.048.876,00 88,43 149.399.114,00 11,
berdasarkan beban kerja
Jumlah Belanja 27.012.631.375,87 | 24.433.644.086,00 90,45 | 2.578.987.289,87 9,

Realisasi belanja pegawai Tidak langsung di Lingkungan Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang tidak ada yang melampaui pagu anggaran

hal ini dapat dilihat pada tabel belanja Tidak langsung (Tabel 5.9). Dibandingkan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD Tahun 2019

Halaman V-5



dengan anggarannya, realiasi belanja pegawai tidak langsung tahun anggaran 2019

mencapai 90,45 % dari jumlah yang dianggarkan.

(2) Belanja pegawai - belanja langsung Rp. 1.695.973.100,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai — belanja langsung
untuk honorarium, uang lembur dan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.7
Realisasi Belanja Pegawai
Tahun 2019
1) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Anggaran L
NO Kegiatan Setelah Re?lizs)a st % Keterangan
Perubahan P
Pelayanan
Administrasi dan Belanja
1 ) 279.844.000,00 277.021.600,00 | 98,99 . 277.021.600,00
Operasional Pegawai :
Perkantoran

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Anggaran Realisasi
NO Kegiatan Setelah (Rp) % Keterangan
Perubahan P
Pembangunan/Pengadaan dan Belania
1 rehabilitasi sarana dan 187.500,00 - 0,00 /a -
Pegawai :

prasarana aparatur

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Anggaran Realisasi
NO Kegiatan Setelah (Rp) % Keterangan
Perubahan P
Penyusunan Laporan
1 | Copaian Kinerja dan 1.954.000,00 1.794.00000 | 91,81 | B9 1 794 000,00
Ikhtisar Realisasi Pegawai :
Kinerja SKPD/Lakip
Penyusunan Laporan
p | Kewangan Semesteran | g 404 590,00 1.462.00000 | 99,86 | D9UU - 1.462.000,00
dan Prognosis Realisasi Pegawai :
Anggaran
Penyusunan Laporan Belanja
3 Keuangan Akhir Tahun 1.908.000,00 1.892.000,00 99,16 Pegawai 1.892.000,00
Penyusunan Laporan Belania
4 evaluasi hasil 1.784.000,00 901.000,00 50,50 /h 901.000,00
Pegawai :
pembangunan
Penyusunan Laporan Belania
5 Indek Kepuasan 1.204.000,00 1.134.000,00 94,19 /4 1.134.000,00
Pegawai :
Masyarakat
g | Pemyusunan Rencana | o954 oog,00 1.912.00000 | 99,58 | P9 1.912.000,00
Kerja Pegawai :
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Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA)SKPD

7.080.000,00

7.064.000,00

99,77

Belanja

Pegawai :

7.064.000,00

4. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN
PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

. Anggaran Setelah Realisasi 0
NO Kegiatan Perubahan (Rp) % Keterangan
Penyusunan Standar Belania
1 Biaya dan Analisa 16.640.000,00 16.334.000,00 98,16 /e 16.334.000,00
. Pegawai :
Standar Belanja
Fasilitasi Kegiatan Belania
2 Tim Anggaran 408.000.000,00 393.000.000,00 | 96,32 /e 393.000.000,00
. Pegawai :
Pemerintah Daerah
Penyusunan APBD Belania
3 dan Perubahan 34.124.000,00 34.102.000,00 99,94 /e 34.102.000,00
Pegawai :
APBD
Koordinasi,
Rekonsiliasi dan Belanja
4 . 78.906.000,00 77.324.000,00 98,00 . 77.324.000,00
Analisa Anggaran Pegawai :
Belanja Daerah
Koordinasi,
Rekonsiliasi dan Belania
5 Analisa Anggaran 20.790.000,00 14.302.000,00 68,79 /e 14.302.000,00
Pegawai :
Pendapatan dan
Pembiayaan Daerah

5. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Anggaran Realisasi
NO Kegiatan Setelah (Rp) % Keterangan
Perubahan P
Proses Penyusunan Belania
1 dan Penerbitan 22.512.000,00 21.975.000,00 | 97,61 Pe aw{z . 21.975.000,00
DPA/DPPA-SKPD gabaL:
Proses Verifikasi dan Belania
2 | Penerbitan Dokumen 109.574.000,00 108.207.000,00 | 98,75 1 108.207.000,00
Pegawai :
SP2D
Proses Penatausahaan Belania
3 Penerimaan dan 39.234.000,00 38.665.000,00 | 98,55 /4 38.665.000,00
Pegawai :
Pengeluaran BUD
Penatausahaan,
Rekonsiliasi, dan Belanja
4 . 24.912.000,00 24.538.000,00 | 98,50 ; 24.538.000,00
Pelaporan Penerimaan Pegawai :
Daerah
5 | Pemyusunan Pedoman |45 434 g9 g 437400000 | 28,90 | P 4374 000,00
Pelaksanaan APBD T T ! Pegawai : T
Implementasi dan
6 Pembinaan 20.440.000,00 16527.00000 | 80,86 | Belama 16.527.000,00
Penatausahaan Pegawai :
Keuangan Daerah
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6. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN SISTEM
DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

NO

Kegiatan

Anggaran
Setelah
Perubahan

Realisasi

(Rp)

%

Keterangan

Proses Pengolahan Data
Akuntansi

49.054.000,00

48.401.000,00

98,67

Belanja

Pegawai :

48.401.000,00

Pembinann Implementasi
Sistem akuntansi
Pemerintah daerah

33.130.000,00

33.095.000,00

99,89

Belanja

Pegawai :

33.095.000,00

Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah ttg
Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan
Rancangan Peraturan

Kepala Daerah ttg
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

83.304.000,00

83.261.000,00

99,95

Belanja

Pegawai :

83.261.000,00

Konsolidasi dan Evaluasi
Laporan Keuangan SKPD
dan Penyusunan Laporan
KeuanganPemerintah
Daerah

25.246.000,00

25.143.000,00

99,59

Belanja

Pegawai :

25.143.000,00

Penyempurnaan,
Pengembangan dan
Penyusunan Peraturan
Kepala Daerah ttg Sistem
Informasi Keuangan
Daerah

41.598.000,00

13.022.000,00

31,30

Belanja

Pegawai :

13.022.000,00

7. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

Anggaran Realisasi
NO Kegiatan Setelah (Rp) % Keterangan
Perubahan P
Perencanaan, Standarisasi Belania
1 dan Regulasi Barang 48.402.500,00 47.925.500,00 99,01 /a 47.925.500,00
2 Pegawai :
Milik Daerah
Peningkatan
2 Penatausahaan dan 151.615.000,00 | 135.915.000,00 | 89,64 | Belania 135.915.000,00
Pengamanan Barang Pegawai :
Milik Daerah
Pemindahtanganan,
3 Pemanfaatan dan 19.774.000,00 16.362.000,00 | 82,75 | Belanja 16.362.000,00
Penghapusan Barang Pegawai :
Milik Daerah

8. PROGRAM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

. Anggaran Setelah Realisasi 0
NO Kegiatan Perubahan (Rp) % Keterangan
1 | Fesilitasi Pengelolaan | 2 200 500 00 250.320.000,00 | 99,99 | Belanja 250.320.000,00

Keuangan Daerah

Pegawai :

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD Tahun 2019

Halaman V-8




1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Rp. 7.396.744.594,78

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran belanja barang dan Jasa

tahun 2019 yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti

belanja barang pakai habis, belanja pemeliharan, belanja perjalanan dinas dan

lain-lain, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.8

Realisasi Belanja Pegawai

Tahun 2019

1) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

. Anggaran Setelah Realisasi 0
NO Kegiatan Perubahan (Rp) % Keterangan
Pelayanan
Administrasi dan Belanja
1 . 3.236.659.350,00 3.131.921.259,78 | 96,81 3.133.313.897,78
Operasional Barang Jasa :
Perkantoran

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

aparatur

Anggaran Realisasi
NO Kegiatan Setelah (Rp) % Keterangan
Perubahan P
Pembangunan/Pengadaan Belanja
1 dan rehabilitasi sarana dan 91.088.800,00 89.119.750,00 97,84 | Barang Jasa 89.119.750,00
prasarana aparatur :
Pemeliharaan rutin/berkala Belanja
2 sarana dan prasarana 294.096.000,00 279.091.891,00 | 94,90 | Barang Jasa  279.091.891,00

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN
Anggaran N
NO Kegiatan Setelah Re?lézs)a St % Keterangan
Perubahan P
o L
1 paLs jé 4 2.296.000,00 1.580.000,00 68,82 | Barang dan 1.580.000,00
Ikhtisar Realisasi Jasa :
Kinerja SKPD/Lakip )
e Lo
2 It > .. 1.961.000,00 1.386.000,00 70,68 | Barang dan 1.386.000,00
dan Prognosis Realisasi
Jasa :
Anggaran
Penyusunan Laporan Belanja
3 Y P 2.342.000,00 1.768.000,00 75,49 | Barang dan 1.768.000,00
Keuangan Akhir Tahun Jasa :
Penyusunan Laporan Belanja
4 evaluasi hasil 2.216.000,00 1.299.500,00 58,64 | Barang dan 1.299.500,00
pembangunan Jasa :
Penyusunan Laporan Belanja
5 Indek Kepuasan 1.296.000,00 1.230.000,00 94,91 Barang dan 1.230.000,00
Masyarakat Jasa :
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Penyusunan Rencana

Belanja

6 Keri 2.330.000,00 1.734.000,00 74,42 | Barang dan 1.734.000,00
] Jasa :
Penyusunan Rencana Belanja
7 Kerja dan Anggaran 17.225.000,00 16.581.000,00 96,26 | Barang dan 16.581.000,00
RKA SKPD Jasa :

4. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN

PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Anggaran Realisasi
NO Kegiatan Setelah (Rp) % Keterangan
Perubahan P
Penyusunan Standar Belania Baran
1 Biaya dan Analisa §3.100.000,00 81.245.000,00 | 97,77 / 8 81.245.000,00
. dan Jasa :
Standar Belanja
Fasilitasi Kegiatan Tim Belania Baran
2 Anggaran Pemerintah 334.072.500,00 | 317.151.700,00 | 94,93 J i 8 317.151.700,00
dan Jasa :
Daerah
Penyusunan APBD dan Belanja Barang
3 Perubahan APBD 508.107.000,00 | 442.696.142,00 | 87,13 dan Jasa : 442.696.142,00
Koordinasi, Rekonsiliasi Belania Baran
4 dan Analisa Anggaran 669.650.000,00 | 629.078.235,00 | 93,94 J 8 629.078.235,00
; dan Jasa :
Belanja Daerah
Koordinasi, Rekonsiliasi
dan Analisa Anggaran Belanja Barang
5 31.650.000,00 23.741.750,00 | 75,01 23.741.750,00
Pendapatan dan dan Jasa :
Pembiayaan Daerah

5. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Anggaran Realisasi
NO Kegiatan Setelah (Rp) % Keterangan
Perubahan P
Proses Penyusunan Belanja
1 dan Penerbitan 102.615.000,00 93.437.500,00 91,06 | Barang dan 93.437.500,00
DPA/DPPA-SKPD Jasa :
Proses Verifikasi dan Belanja
2 Penerbitan Dokumen | 121.160.000,00 119.840.000,00 98,91 | Barang dan 119.840.000,00
SP2D Jasa :
Proses .
Penatausahaan Belanja
3 Peneri i 30.412.000,00 30.292.000,00 99,61 | Barang dan 30.292.000,00
enerimaan dan )
Pengeluaran BUD Jasa
Penatausahaan, .
Rekonsiliasi, dan Belanja
4 Pelapora,n 83.314.250,00 44.632.000,00 53,57 | Barang dan 44.632.000,00
Penerimaan Daerah Jasa:
Penyusunan Belanja
5 Pedoman 21.266.000,00 20.400.000,00 95,93 | Barang dan 20.400.000,00
Pelaksanaan APBD Jasa :
Impliemzr.ztasz dan Belanja
6 Pomap 213.168.400,00 | 123.259.100,00 | 57,82 | Barang dan 123.259.100,00
enatausahaan )
Keuangan Daerah Jasa:
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6. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN SISTEM
DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Anggaran

NO Kegiatan Setelah Re(alézs)u St % Keterangan
Perubahan P
p | Proses Pengolahan Data \ o5 360 600,00 | 4372920000 | 70,12 | B Barang 43 759 200,00
Akuntansi dan Jasa :
Pembinann Implementasi Belania Baran
2 Sistem akuntansi 353.254.600,00 | 246.043.501,00 | 69,65 J 8 246.043.501,00
. dan Jasa :
Pemerintah daerah
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah ttg
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Belania Baran
3 Rancangan Peraturan 303.505.000,00 254.247.278,00 83,77 d / i 8 254.247.278,00
an Jasa :
Kepala Daerah ttg
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Konsolidasi dan Evaluasi
Laporan Keuangan SKPD Belania Baran
4 dan Penyusunan Laporan 58.525.000,00 40.196.000,00 68,68 d / i 8 40.196.000,00
. an Jasa :
Keuangan Pemerintah
Daerah
Penyempurnaan,
Pengembangan dan
5 | Pemyusunan Peraturan 1) 05000000 | 170.568.000,00 | 70,25 | BEHaBaang 74 568 000,00
Kepala Daerah ttg Sistem dan Jasa :
Informasi Keuangan
Daerah
7. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
Anggaran .
NO Kegiatan Setelah Re;zlézs)a St % Keterangan
Perubahan P
Perencanaan, Standarisasi Belanja
1 dan Regulasi Barang 146.997.400,00 122.852.400,00 83,57 | Barang dan 122.852.400,00
Milik Daerah Jasa :
PenZiZ;zgi]:ZZlndan Belanja
2 P B 539.602.000,00 398.863.500,00 | 73,92 | Barang dan 398.863.500,00
engamanan Barang Jasa :
Milik Daerah
Pemindahtanganan, )
Pemanfaatan dan Belanja
3 Penoh B 241.689.000,00 108.347.800,00 | 44,83 | Barang dan 108.347.800,00
enghapusan Barang Jasa :
Milik Daerah
8. PROGRAM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
NO Kegiatan Angi)g:lrrzl;uizt’flah Re(o;{l;s)asz % Keterangan
1 Fasilitasi Pengelolaan 559.019.450,00 | 86,38 Belanja Barang

Keuangan Daerah

647.132.100,00

dan Jasa :

559.019.450,00
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1.2.2. BELANJA MODAL Rp. 2.872.533.194,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal meliputi belanja modal
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan belanja modal aset lainnya. Dari
keseluruhan realisasi belanja modal sebesar Rp. 2.872.533.194,00, Realisasi
belanja modal peralatan dan mesin menyerap sebesar Rp. 2.474.152.994,00 dari
total belanja modal, sedangkan belanja modal aset belanja aset lainnya menyerap
sebesar Rp. 199.298.000,00 sedangkan belanja gedung dan bangunan hanya

menyerap sebesar Rp. 199.082.200,00 dari total belanja modal. (lihat Tabel 5.9).

Tabel 5.9
Realisasi Belanja Modal
Tahun 2019
REALISASI
NO JENIS BELANJA MODAL JUMLAH %
1 | Belanja Modal Tanah - -
2 | Belanja Modal Peralatan dan mesin 2.474.152.994,00 86,13
3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.082.200,00 6,93
4 Belanja Modal Jalan,Irigasi,dan ) i
Jaringan
5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainya - -
6 | Belanja Modal Aset Lainya 199.298.000,00 6,94
Jumlah 2.872.533.194,00 100,00
Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja modal secara

keseluruhan menyerap sebesar 95,14 % dari anggarannya. Rincian realisasi
Belanja Modal Perjenis yang dibandingkan dengan Anggarannya dapat dilihat pada
tabel 5.10 berikut ini:

Tabel 5.10
Realisasi Anggaran Belanja Modal
Tahun 2019
REALISASI
ENIS BELANJA MODAL ANGGARA
NO JENIS ] (@) GG N JUMLAH %
1 Belanja Modal Tanah 33.000.000,00 - -
2 Belanja Modal Peralatan dan mesin 2.485.781.100,00 2.474.152.994,00 99,53
3 Belanja Modal Gedung dan 199.800.000,00 199.082.200,00 99,64
Bangunan
4 Belanja Modal Jalan,Irigasi,dan ) ) i
Jaringan
5 Belanja Modal Aset Tetap Lainya 637.500,00 - -
6 Belanja Modal Aset Lainya 300.000.000,00 199.298.000,00 66,43
Jumlah 3.019.218.600,00 2.872.533.194,00 95,14
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1.2.2.1. Belanja Modal Tanah Rp. -

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran belanja modal tanah
tahun 2019. Anggaran dari belanja modal tanah sebesar Rp. 33.000.000,00 tidak
terdapat realisasi untuk tahun anggaran 2019. Rincian realisasi belanja modal

tanah ( Lampiran LRA bagian bulan Desember 2019).

1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan & Mesin Rp. 2.474.152.994,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran belanja modal peralatan
dan mesin tahun 2019. Anggaran dari belanja modal peralatan dan mesin Rp.
2.485.781.100,00. Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin ( Lampiran

LRA bagian bulan Desember 2019).

1.2.2.3. Belanja Gedung Dan Bangunan Rp. 199.082.200,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran belanja gedung dan
bangunan tahun 2019. Belanja tersebut dianggarkan sebesar Rp. 199.800.000,00
penyerapannya mencapai 99,64% dari anggaran atau sebesar Rp. 199.082.200,00.

Rincian realisasi belanja gedung dan bangunan sebagaimana ada pada LRA 2019.

1.2.2.4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. -

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran belanja modal aset tetap
lainnya tahun 2019. Anggaran dari belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp.
637.500,00 tidak terdapat realisasi untuk tahun anggaran 2019. Rincian realisasi

belanja modal aset tetap lainnya ( Lampiran LRA bagian bulan Desember 2019).

1.2.2.4. Belanja Modal Aset Lainnya Rp. 199.298.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran belanja modal aset lainnya
tahun 2019 untuk pengadaan aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset
lancar. Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 penyerapan belanja
modal aset lainnya mencapai 66,43 % dari anggaran atau sebesar Rp.
199.298.000,00. Rincian realisasi belanja modal aset lainnya sebagaimana tampak

pada lampiran LRA 2019.
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2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

2.1. PENDAPATAN - LO Rp. (273.935.776,39)

Jumlah tersebut merupakan nilai Pendapatan pada Laporan Operasional per
31 Desember 2019, dengan rincian dari Pendapatan Asli Daerah Lainnya Rp.
273.935.776,39 yang terdiri dari pendapatan diterima dimuka dan perhitungan

pendapatan dari pengembalian tahun lalu.

2.2. BEBAN - LO Rp. 33.721.297.696,03

Jumlah tersebut merupakan nilai Beban pada Laporan Operasional per 31

Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut :

2.2.1. Beban Pegawai Rp. 26.079.174.132,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Operasi tahun 2019 terdiri dari Beban
Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp. 24.433.644.086,00; beban pegawai langsung
sebesar Rp. 1.695.973.100,00 dan beban utang belanja pegawai Rp.
101.743.676,00.

2.2.2. Beban Barang dan Jasa Rp. 6.075.412.868,78

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban barang dan jasa tahun 2019
terdiri dari beban barang dan jasa Rp. 7.396.744.594,78; beban persediaan
Rp.541.166.831,00; beban utang belanja barang dan jasa Rp. 15.689.454,00 .
terdapat mutasi keluar persediaan barang cetakan pada BPRD sebesar Rp.

961.705.000,00.

2.2.3. Beban Penyusutan Rp. 1.556.771.441,75

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban penyusutan tahun 2019 terdiri
dari beban penyusutan Aset Tetap sebesar Rp. 1.348.625.041,75; dan Beban
Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp. 208.146.400,00. Rincian dari beban
penyusutan adalah sebagai berikut (untuk rincian lebih detailnya ada pada

lampiran).

2.2.3. Penyisihan Piutang Rp. 9.939.253,50

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyisihan piutang tahun 2019 terdiri
dari Piutang Lainnya Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp. 9.939.253,50. Rincian dari
beban penyusutan adalah sebagai berikut (untuk rincian lebih detailnya ada pada

lampiran).
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3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Jumlah Ekuitas Akhir yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.
21.022.474.729,48.

4. PENJELASAN POS-POS NERACA

4.1. Piutang Lainnya Rp. 23.143.401,00
Jumlah tersebut merupakan nilai piutang lainnya yang dimiliki Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2019 yang
berasal dari reklas Tuntutan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah ke Piutang
Lainnya karena sudah melewati jatuh tempo dari SKTJM. Yang terdiri dari;
Mulyadi setoran PBB Kecamatan Kunir sebesar Rp. 9.268.059,00; Tohari setoran
PBB Kaur Keuangan Desa Kabuaran sebesar Rp. 604.842,00 dan Cipto, SP
(Dinas Pertanian) sebesar Rp. 13.270.500,00.

4.2. Penyisihan Piutang Rp. 9.939.253,50

Jumlah tersebut merupakan nilai penyisihan piutang yang dimiliki Badan

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2019 yang
berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah Yang terdiri dari;
Mulyadi setoran PBB Kecamatan Kunir sebesar Rp. 9.268.059,00; Tohari setoran
PBB Kaur Keuangan Desa Kabuaran sebesar Rp. 604.842,00 dan Cipto, SP (Dinas
Pertanian) sebesar Rp. 66.352,50.

4.3. Persediaan Rp. 541.166.831,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Persediaaan per 31 Desember 2019,

dengan rincian sebagai berikut :
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Tabel
Daftar Persediaan per 31 Desember 2019

NO Rincian Beban Barang dan Jasa JUMLAH
1 | Alat Tulis Kantor Rp. 446.670.231,00
2 | Barang-barang cetakan Rp. 94.496.600,00
3 | Alat-alat Listrik dan Elektronik Rp. -
4 | Perangko, materai dan benda pos Rp. -
5 | Peralatan kebersihan/bahan pembersih | Rp. -
6 | Bahan bakar Rp. -
7 | Bahan baku bangunan Rp. -
8 | Bahan/bibit tanaman Rp. -
9 | Obat-obatan Rp. -
10 | Bahan makanan pokok Rp. -
11 | Pupuk/pestisida Rp. -
12 | Bibit tanaman Rp. -
13 | Hewan/ternak Rp. -
14 | Persediaan pakai habis lainnya Rp. -
TOTAL BEBAN BARANG DAN JASA Rp. 541.166.831,00

Penjelasan :

1. Persediaan alat tulis kantor sebesar Rp. 446.670.231,00.
2. Persediaan barang-barang cetakan sebesar Rp. 94.496.600,00.

4.4. Tanah Rp. 6.557.957.664,00

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah Pemerintah Kabupaten Lumajang
yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang sampai dengan 31 Desember 2019. Terdapat adanya mutasi keluar ke
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp. 300.000.000,00 dan adanya hibah
dari pihak ketiga sebesar Rp. 1.636.250.000,00. Daftar rincian nilai tanah

sebagaimana terlampir di Kartu Inventaris Barang (KIB) A tentang Tanah.

4.5. Peralatan Dan Mesin Rp. 9.814.196.447,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin milik
Pemerintah Kabupaten Lumajang yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2019. Tahun 2019 peralatan mesin
terdapat mutasi masuk, alat angkutan kendaraan bermotor yang terdiri dari;
mutasi masuk dari Setwan sebesar Rp. 396.700.000,00. Sedangkan mutasi masuk
dari BKD sebesar Rp. 171.180.000,00 dan adanya penghapusan aset tetap karena
hilang sebesar Rp. 15.463.000,00.

4.6. Gedung Dan Bangunan Rp. 10.969.274.018,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap gedung dan bangunan yang

dimiliki per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :
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Jumlah tersebut merupakan nilai Bangunan Gedung yang dimiliki
31 Desember 2019. Selama tahun 2019 terjadi rehab gedung kantor BPKD senilai
Rp. 199.082.200,00 dan hibah dari pihak ketiga senilai Rp. 1.311.464.880,00.
Rincian selengkapnya aset tetap bangunan gedung dapat dilihat di lampiran KIB C
Gedung dan Bangunan.

4.7. Aset Tetap Lainnya Rp. 1.044.500,00

Rincian selengkapnya aset tetap lainnya dapat dilihat di lampiran

KIB E (Aset tetap Lainnya).

4.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. 8.312.785.875,74

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap peralatan dan mesin
serta aset tetap gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2019.

(Rincian Penyusutan setiap jenis aset tetap dapat dilihat pada lampiran kertas
kerja aset tetap).
4.7.Aset Tak Berwujud Rp. 1.924.458.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tak Berwujud yang dimiliki Badan

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2019.

4.8. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Rp. 1.571.711.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi amortisasi aset tak berwujud
yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang per 31

Desember 20109.

4.9.Aset Lain-lain Rp. 1.261.319.428,00

Nilai aset lain-lain yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.261.319.428,00.
Terdapat kendaraan roda 2 (sepeda motor) sebanyak 16 unit sebesar Rp.
19.500.000,00; kendaraan roda 4 (mobil) sebanyak 10 wunit sebesar Rp.
355.850.000,00; dan kendaraan roda 2 (sepeda motor) sebanyak 240 unit sebesar
Rp. 451.326.100,00. Terdapat penghapusan aset lain-lain tanah senilai Rp.
21.797.932.917,00 sesuai SK No. 188.45/261/427.12/2019 dan peralatan dan
mesin senilai Rp. 844.000,00 SK No. 188.4/40/427.12/2019. Rincian dapat dilihat

di lampiran Aset lain-lain.
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4.10. Pendapatan Diterima Dimuka Rp. 58.216.300,28

Jumlah tersebut merupakan nilai Pendapatan diterima dimuka yang dimiliki
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2019
yaitu atas sewa lahan menara tower telekomunikasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp. 9.666.666,66 dan sewa ATM pada Puskesmas
sebesar Rp. 48.549.633,62.

4.11. Utang Belanja Rp. 117.433.130,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Utang Belanja yang dimiliki Badan

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2019 yaitu
utang belanja barang dan jasa yang terdiri dari; utang belanja telepon Rp.
1.109.199,00; utang belanja air Rp. 27.500,00; belanja listrik Rp. 14.137.755,00;
belanja majalah Rp. 415.000,00; belanja pegawai Rp. 101.743.676,00.
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INFORMAST NORN KEVANGARN

6.1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

Dalam Rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Kuangan Daerah Kabupaten
Lumajang dan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 10 November
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.

6.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang

sebagaimana tampak pada gambar berikut ini.
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Kabupaten Lumajang

Gambar 6.1

KEPALA DINAS

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah

SEKRETARIAT
SUB SUB BAGIAN SUB
BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN
UMUM KEUANGAN
BIDANG BIDANG ANGGARAN BIDANG AKUNTANSI BIDANG
PENDAPATAN DAN DAN PELAPORAN PENGELOLAAN
PERBENDAHARAAN KEUANGAN ASET DAERAH
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENETAPAN ANGGARAN AKUNTANSI PERENCANAAN
PENERIMAAN KEBUTUHAN
SEKSI SEKSI BELANJA SEKSI SEKSI
PENAGIHAN PEGAWAI AKUNTANSI INVENTARISASI
PENGELUARAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
| | PENDAPATAN PERBENDAHARA AN EVALUASI & PEMANFAATAN
LAIN - LAIN PELAPORAN DAN PEMINDAH
KEUANGAN TANGANAN
ASET

UPT DI KECAMATAN
(JABATAN STRUKTURAL )
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Daftar nama Pejabat di

Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

1.
2.

Kepala Badan

Plt. Sekretaris Badan

2.1 Plt. Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian
2.2 Ka Sub Bag Penyusunan Program

2.3 Ka Sub Bag Keuangan

. Ka Bidang Anggaran
3.1. Kasubid Anggaran Pendaptn Pembiayaan :

3.2. Kasubid Anggaran Belanja
3.3. Kasubid Penyusunan Anggaran

. Ka Bidang Perbendaharaan

4.1. Kasubid Perbendaharaan Umum
4 .2. Kasubid Perbendaharaan Penerimaan

4.3. Kasubid Perbendaharaan Pengeluaran

. Ka Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keu.

5.1. Kasubid Pengolah Data Akuntansi
5.2. Kasubid Evaluasi &Pelaporan Keuangan

5.3. Plt.Kasubid Pmbinaan & Pngmbgn SAPD

. Ka Bidang Pengelolaan BMD

6.1. Kasubid Penatausahaan Barang
6.2. Kasubid Perencanaan Kebutuhan

6.3. Kasubid Pmanfaatan & Pemindahtngnan

lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah

: SUNYOTO,SE,MM,MSA,Ak,CA

. SLAMET NURHADI. S.Sos, M.Si
: ABDUL FAISOL

. ABINAJAH, SE

: SLAMET NURHADI, S.Sos,M.Si
: ENDAH MARYUNI, S.Sos

VITA KRISTIYANTI, SE

: CHAIRUL RIYANTO

: RIDHO S. HARPAWAN,SE

: WIJI UTAMI

: SARI MUIDAH

: TRIDI SAIFUL HIDAYAT, S.Sos
: RITA SUGIARTI, SE

: REYLIA OLIVIASARI, SE

: FARIS KHOIRUL FIRDAUSI, SE
: DEDIK TRISNAWAN

: NENI KURNIA ANDRIANINGSIH
: ENDRAS PRASETIYO, SE

: MAS’UDI S.Sos

: ISMOYO DOSO SATRIO, S.Sos
: MOKH. HERMANSYAH

821/121/427.72/2019
Tanggal 03 Juli 2019 Tentang Pengangkatan Sunyoto, SE,MM,Ak sebagai

Berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor :

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun

Anggaran 20109.

- Berdasarkan Surat Perintah Bupati Lumajang Nomor : 821/3013/427.72/2019

Tanggal 10 Juli 2019 Tentang Pengangkatan Slamet Nurhadi, S.Sos, M.Si
sebagai Plt Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang

Tahun Anggaran 2019.

821/109/427.72/2017
Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Endah Maryuni, S.Sos dalam

Berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor :
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jabatan Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/119/427.72/2019
Tanggal 01 Juli 2019 Tentang Pengangkatan Wiji Utami, SE dalam jabatan
Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 20109.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/171/427.61/2017
Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Endras Prasetiyo, SE dalam
jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/119/427.72/2019
Tanggal 01 Juli 2019 Tentang Pengangkatan Reylia Oliviasari, SE dalam jabatan
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/171/427.61/2017
Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Bambang Iriono, S.Sos
dalam jabatan Kasubid Penatausahaan Barang  pada Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/135/427.72/2017
Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Ismoyo Doso Satrio, S.Sos
dalam jabatan Kasubid Perencanaan Kebutuhan pada Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/119/427.72/2019
Tanggal 01 Juli 2019 Tentang Pengangkatan Faris Khoirul Firdausi, SE dalam
jabatan Kasubid Pengolahan Data Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/103/427.72/2017
Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Abinajah, SE dalam jabatan
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Kasubag Penyusunan Program  pada Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/119/427.72/2019
Tanggal 01 Juli 2019 Tentang Pengangkatan Dedik Trisnawan dalam jabatan
Kasubid Evaluasi & Pelaporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/171/427.61/2017
Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Sari Muidah, SAP dalam
jabatan Kasubid Perbendaharaan Umum pada Badan Pengelola Keuangan

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/119/427.72/2019
Tanggal 01 Juli 2019 Tentang Pengangkatan Vita Dwi Kristiyanti, SE dalam
jabatan Kasubid Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan pada Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/171/427.61/2017
Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Slamet Nurhadi, S.Sos, M.St
dalam jabatan Kasubag Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/171/427.61/2017
Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Ridho Satya Harpawan, SE
dalam jabatan Kasubid Penyusunan Anggaran  pada Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/119/427.72/2019
Tanggal 01 Juli 2019 Tentang Pengangkatan Rita Sugiarti, SE dalam jabatan
Kasubid Perbendaharaan Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/171/427.61/2017
Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Chairoel Rijanto dalam
jabatan Kasubid Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016.
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- Berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor :@ 821/119/427.72/2019
Tanggal 01 Juli 2019 Tentang Pengangkatan Tridi Saiful Hidayat, S.Sos dalam
jabatan Kasubid Perbendaharaan Penerimaan pada Badan Pengelola Keuangan

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019.

- Berdasarkan  Keputusan  Bupati  Kabupaten  Lumajang  Nomor
821/150/427.72/2019 Tanggal 22 Agustus 2019 Tentang Pengangkatan Mokh.
Hermansyah dalam jabatan Kasubid Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran

2019.

Berdasarkan Surat Perintah Bupati Lumajang Nomor : 821/3008/427.72/2019
Tanggal 10 Juli 2019 Tentang Pengangkatan Abdullah Faisol sebagai Plt
Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 20109.

Berdasarkan Surat Perintah Bupati Lumajang Nomor : 821/3015/427.72/2019
Tanggal 10 Juli 2019 Tentang Pengangkatan Neni Kurnia Andrianingsih, A.Md
sebagai Plt Kasubid Pembinaan dan Pengembangan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Lumajang Tahun Anggaran 20109.

- Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabuapten
Lumajang Nomor : 188./33/427.73/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang
Pengangkatan Slamet Nurhadi,s.Sos, Endah Maryuni, S.Sos, Endras Prasetiyo,
Slamet Nurhadi, S.Sos, Wiji Utami, Reylia Oliviasari, SE, Ismoyo Doso S.Sos
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) di Lingkungan Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 20109.

- Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor : 188/37/427.73/2018 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang
Pengangkatan Abdullah Faisol dalam jabatan Penerima Hasil Pekerjaan pada
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran

20109.

- Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabuapten

Lumajang Nomor : 188/39/427.73/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang
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Pengangkatan Abinajah, SE sebagai Kasir, Aulia Candra Dini, A.Md sebagai
Pengurus Gaji, Zainiyah Lailatul dan Diemyati sebagai Pencatat Dokumen pada
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran

20109.

- Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabuapten
Lumajang Nomor : 188/35/427.73/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang
Pengangkatan Slamet Nurhadi S.Sos,Msi, Herman Wijaya, Ave Ayu Permatasari
dan Aulia Candra Dini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPK-SKPKD) pada Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019.

- Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabuapten
Lumajang Nomor : 188/36/427.73/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang
Pengangkatan Mokh. Hermansyah sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
dan Jasa Konsultansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Lumajang Tahun Anggaran 2019.

- Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabuapten
Lumajang Nomor : 188/38/427.73/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang
Pengangkatan Dedik Trisnawan, Chairul Riyanto, Syaiful Anam sebagai Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Lumajang Tahun Anggaran 20109.

- - Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabuapten
Lumajang Nomor : 188/40/427.73/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang
Pengangkatan Abdul Salam sebagai Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran

20109.

- 3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang,
tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang

adalah sebagai berikut :
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3.1. Tugas Pokok.
Tugas Pokok Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, yaitu
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang Keuangan Daerah.

3.2. Fungsi.

Badan Pengelola Keuangan Daerah menyelenggarakan Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang keuangan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang keuangan aset
daerah;
Pelaksanaan administrasi badan daerah di bidang keuangan aset daerah;
Pemberian saran dan pertimbangan kepada bupati di bidang tugasnya;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

4. SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Lumajang didukung oleh SDM sebanyak 63 orang, dengan

rincian sebagai berikut :
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NO | NAMA JABATAN NIP
1 | Sunyoto,SE.,MM.,MSA.,Ak.,CA Ka. BPKD 19660709 199703 1
2 | Endah Maryuni S.Sos Ka.Bid.Anggaran 19720625 199703 2
3 | Endras Prasetiyo,S.E Ka.BidPengolah Barang Milik | 19621204 199403 1 ¢
4 | Wiji Utami Ka.Bid.Perbendaharaan 19690418 199202 2 C
5 | Reylia Oliviasari,SE Kag‘plzﬁlgﬁgfg‘;j & 19770510 200604 2
6 | Abinajah.SE Kasubag Penyusunan Program | 19650407 198603 1
7 | Slamet Nurhadi,S.Sos,M.Si Kasubag Keuangan 19751112 199703 1 C
8 | Ismoyo Doso Satrio S.Sos Kasubld Perencanaan 19641110 199302 1 C
9 | Mas'udi.S.Sos Kas“bidgijrtéusahaan 19650531 198603 1
10 | Mokh. Hermansyah Kaﬁ:&ﬁi:ﬁiﬁ;ﬁ;ﬁ & 19711217 199602 1
11 | Dedik Trisnawan Y. Kasubid Pelaporan Keuangan 19761231 199602 1 C
12 | Sari Muidah Kasubid Perbendaharaan 19650927 198603 2 C
13 | Faris Khoirul Firdausi,SE Kasubid Pengelolahan Data | 19820412 200903 1 ¢
14 | Ridho Satya Harpawan,SE Kasubiflgge:li‘funan 19851110 200903 1
15 | Rita Sugiarti,SE Kasumgiﬁ;‘fggfaafaraan 19860916 201101 2
16 | Chairul Riyanto Kasubid Anggaran Belanja 19700927 199302 1 C
17 | Tridi Saiful Hidayat,S.Sos Kasubid Perbendaharaan 10640422 199403 1
18 | Vita Kristiyanti Kasubid Q%%ﬁg?;ygzgdapatan 19800917 200501 2 C
19 | Nur Hayati, A.Md Staf 19851121 200903 2 C
20 | Neni Kurnia A Staf 19860410 200903 2 C
21 | Aulia Candra Dini, A. Md Staf 19820803 201101 2 C
22 | Sandhi Idhar Rosyidi. A.Md Staf 10880521 201001 1 C
23 | Titin Agustina, A. Md Staf 19830712 201101 2 C
24 | Emy Purwanti Ningsih Staf 19690504 200604 2 C
25 | Abdullah Faisol Staf 19811021 200604 1 C
26 | Nur Muh. Guntur Erika Staf 19750327 200604 1 C
27 | Nunuk Dwi Lestari Staf 19620928 199103 2 C
28 | Abdul Salam Staf 19700905 200701 1
29 | Syaiful Anam Staf 19801113 200901 1 C
30 | Ido Aris Saputra Staf 19960730 201903 1 C
31 | Faridatul Mutmainah Staf 19770427 201001 2 C
32 | Agus Sholeh Staf 19760808 201001 1 C
33 | Dedik Hariawan Staf 19780213 200801 1
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NO | NAMA | JABATAN | NIP
1 | Inna Dwi Puspitasari Staf Honorer
2 | Ave Ayu Permatasari Staf Honorer
3 | Wiwin Dwi Yuliantini Staf Honorer
4 | Zainiyah lailatul Fitriyah Staf Honorer
S | Retno Ulansari Staf Honorer
6 | Bayu Nur Hidayah Staf Honorer
7 | Yanuar Rizal A Staf Honorer
8 | Siti Ismaiyah Staf Honorer
9 | Erwin Hari Prasetiyo Staf Honorer
10 | Manda Rafli Fauzi Staf Honorer
11 Paramitha Haditia Staf Honorer
Permana
12 | Diemyati Staf Honorer
13 | Samsul Bahri Staf Honorer
14 | Evan Dwi Cahyo Hidayat Staf Honorer
15 | Dwi Hari Staf Honorer
16 gz?irggss\?of;git Staf Honorer
17 | Yayak Kurnianto Staf Honorer
18 | Intan Savirra A.R Staf Honorer
19 | Rakhman El Hakim T.I Staf Honorer
20 | Herman Wijaya Staf Honorer
21 | Yoga Nirwana Staf Honorer
22 | Rike Amalia Staf Honorer
23 I\R/I;mh:(rﬁlr;lid Afif Staf Honorer
24 | Dhea Chita K Staf Honorer
25 | Wasilatul Lailiyah Staf Honorer
26 | Mifta Agustin Staf Honorer
27 | Puji Wijayanto Staf Honorer
28 | Sindhu Nursamsu Staf Honorer
29 | Mohammad Choesen Staf Honorer
30 | Abdul Latif Hidayat Staf Honorer
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PENUTUPR

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan
keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2019

sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang
tahun 2019 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain
akuntabilitas, manajerial, transparasi dan keseimbangan antar generasi

(Intergenerational Equity).

2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara
umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2019 adalah untuk
menyediakan informasi tentang :

e Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah
ditetapkan.

e Semua aset / sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang

e Kewajiban-kewajiban Badan Pengelola Keuangan Daerah  Kabupaten
Lumajang yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.

o Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.

3. Laporan keuangan pokok Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang tahun 2019 terdiri dari laporan realisasi anggaran yang
menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD
; neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas
dana Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada tanggal
31 Desember 2019 ; serta catatan atas laporan keuangan yang berisi tentang
informasi atau penjelasan secara kualitatif atas ketiga laporan keuangan

terdahulu yaitu laporan realisasi anggaran dan neraca.
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4. Dari laporan realisasi anggaran diperoleh infomasi sebagai berikut :

- Dari anggaran Pendapatan Asli Daerah  (PAD) sebesar Rp.
15.903.167.372,60 terealisasi sebesar Rp. 14.135.209.607,49 atau 88,88%
dari anggaran. Yang terdiri atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah.

- Dari anggaran belanja sebesar Rp. 40.267.831.375,87 terealisasi sebesar
Rp. 36.398.894.974,78 atau 90,39 % dari anggaran yang terdiri dari
realisasi belanja operasi sebesar Rp. 33.526.361.780,78 dan realisasi
belanja modal Rp. 2.872.533.194,00.
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KEPALA BADAN
Sunyoto,SE MM, Ak
NIP. 19660709 199703 1 001
Pembina Tk.I (IV/b)

SEKRETARIS
Arif Efendi, S.STP
NIP. 19830310 200112 1 002
Pembina (1V/a)

KA. SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN (Plt)
Abdullah Faisol
NIP. 19811021 200604 1 010
Pengatur Tk. I (11/d)

KA. SUB BAGIAN KEUANGAN
Slamet Nurhadi.S.Sos,M.Si
NIP. 19751112 199703 1 003
Penata (Ill/c)

KA. SUB BAGIAN PENYUSUNAN
PROGRAM
Abinajah. SE
NIP. 19650407 198603 1 019
Penata Tk. I (11l/d)

KA. BIDANG AKUNTANSI DAN
PELAPORAN
Reylia Oliviasari, SE
NIP. 19770510 200604 2 038
Penata Tk. I( lll/d)

KA. BIDANG ANGGARAN
Endah Maryuni S.Sos
NIP. 19720625 199703 2 006
Pembina (IV/a)

KA. SUB BIDANG PENGOLAH DATA
AKUNTANSI
Faris Khoirul Firdausi, SE
NIP. 19820412 200903 1 008
Penata ( lli/c)

KA. SUB BIDANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN
Vita Kristiyanti, SE
NIP. 19800917 200501 2 011
Penata Tk. I (1ll/d)

KA. SUB BID. PEMBINAAN &
PENGEMBANGAN SAPD (PIt)
Neni Kurnia A
NIP. 19860410 200903 2 007
Penata Muda (llI/a)

KA. SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA
Chairul Riyanto
NIP. 19700927 199302 1 001
Penata( lll/d)

KA.SUB BIDANG EVALUASI DAN
PELAPORAN KEUANGAN
Dedik Trisnawan
NIP. 19761231 199602 1 002
Penata MudaTk. | (1ll/b)

KA. SUB BIDANG PENYUSUNAN
ANGGARAN
Ridho Satya Harpawan, SE
NIP. 19851110 200903 1 002
Penata (l1l/d)

KA. BIDANG PERBENDAHARAAN
Wiji Utami
NIP. 19690418 199202 2 003
Penata (111/d)

KA. SUB BIDANG PERBENDAHARAAN
UMUM
Sari Muidah
NIP. 19650927 198603 2 013
Penata (Ill/d)

KA. SUB BIDANG PERBENDAHARAAN
PENERIMAAN
TridiSaifulHidayat, S. Sos
NIP. 19640422 199403 1 006
Penata( lll/c)

KA. SUB BIDANG PERBENDAHARAAN
PENGELUARAN
Rita Sugiarti, SE
NIP. 19860916 201101 2 017
Penata (Ill/c)

KA. BIDANG PENGELOLAAN BMD
EndrasPrasetiyo, SE
NIP.19750121 199412 1 001
Penata Tk. | (1ll/d)

KA. SUB BIDANG PEMANFAATAN &
PEMINDAHTANGANAN
Mokh. Hermansyah
NIP. 19711217 199602 1 001
PenataMuda Tk. I ( I1l.b)

KA. SUB BIDANG PENATAUSAHAAN
BARANG
Mas’ udi S.Sos
NIP.19730425 199602 1 001
Penata ( lll/c)

KA. SUB BIDANG PERENCANAAN
KEBUTUHAN
Ismoyo Doso Satrio S.Sos
NIP. 19641110 199302 1 001
Penata Tk. I( lI/d)




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kepala Badan

Kelompok Jabatan
Fungsional

Sekretaris

Ka. Sub Bagian Umum

Ka. Sub Bagian Keuagan

Ka. Sub Bagian
Penyusunan Program

Ka. Bidang Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan

danKeuangan
| | |
Ka. Bidang Ka. Bidang Pengelolaan
Ka. Bidang Anggaran Perbendaharaan BMD

Ka. Seksi Akuntansi
Penerimaan

Ka. Seksi Akuntansi
Pengeluaran

Ka.Seksi Evaluasi dan
Pelaporan Keuangan

Ka. Seksi Anggaran
Pendapatan
dan Pembiayaan

Ka. Seksi Perbendaharaan
Umum

Ka. Seksi Anggaran
Belanja

Ka. Seksi Perbendaharaan
Penerimaan

Ka. Seksi Penyusunan
Anggaran

Ka. Seksi Perbendaharaan
Pengeluaran

Ka. Seksi Penatausahaan
Barang

Ka. Seksi Perencanaan
Kebutuhan

Ka. Seksi Pemanfaatan
dan Pemindahtanganan




